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Abstak
Salah satu pilar utama sebagai upaya pencapaian stabilitas istem keuargan
suatu negda diperlukan Pengaturan tentang Pengaman SistemKenarrgan (tinahcial
safety ne, yang secara umum dapat mencegal. bank rur, meminimalkan
kemungkinan terjadinya kisis keuangan, dan mengurangi ftekuensi serta dampak
kontraksi ekonomi. Sebagai upaya mengoptimalkan pengaman sistem keuangan di
kawasan Negara-negara yang tergabung dalar't Association ofthe South East Asian
Nations (ASEAN) ditindaklanjuti dengan perluasan kerjasama ekonomi di bidang
keuagan dan moneter dalam kawasan Asia Timur dengan tujuan untuk mencapai dan
memelihara stabilitas keuangan regional, menjaga dan mendorong pertumbuhan
regional dan domestik yang berkesinambungan serta mengurangi ketergantungan
pada lembaga keuangan intemasional. Secara spesifik kawasan Asia Timur
mencakup negara-negara yang tergabung dalam kerjasama lst4lr' + 3 Negara.
Dlmana ASEAN yang terdii atas 10 Negara yaitu :,Indonesia, Brunei, Kamboja,
Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta plus 3
yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam perkembangannya berbagai inisiatif
kerja sama keuangan di kawasan Asia Timu telah mengemuka, bervariasi dalam
bentuk usulan memperkJat regional suftell/azce, inisiatif untuk membentuk fasilitas
keuangan regional, pengembangafl pasar keuangan regional dan usulan kerja sama
nilai tukar regional. Inisiatif kerja sama kawasan terus bergulir dan berevolusi
mencari bentuk-bentuk yang ideal untuk dapat meningkatkan efektivitas pencapian
tujuan bersam4 yaitu : menciptakan stabilitas keuangan regional' Hal tersebut
kemudian mendorong negara-negam anggota untuk mulai memikirkan pencapaian
keda sama dalam bentuk integrasi keuangan dan moneter Asia Timur.
Kata Kunci: Integrasi, system keuangan, Regulasi perbankan
I. PENDAIIULUAN
Sistem Keualgan di Negara-negara
Asi4 termasuk Indonesia. telah mengalami
perr-rbahan yang cukup berarti selana
kuun waktu tahun 1980 an sampai dengan
sekarang. Hampir semua Negara Asla
melakukan liberalisasi system keuangan-
nya yang pada umumnya clisetai dengan
kelonggaran arus modal asing dan penga_
\\.asan devisa. Perubahan tersebut men-
dorong perubahan arah dan kebijakan
moneter, mempengamhi hubungan antara pemantauan (suneillance) dan identifikasi
permintaan uang, pendapatan dan suku kemungkinan timbulnya suatu krisis, sam-
bunga, serta mendorong peme ntah untuk pai dengalt pencegahan krisis tersebut
mengkaji ulang instrumen-instrumen mo- tedadi. Aspek pemantauan dan identifikasi
neter yang tepat sebagai upaya untuk kisis merupakan salah satu pilar penting
menentukan kebijaksanaan yang dikcluar- dalam menjaga stabilitas sistem keuangar\
kan. Meskipul liberalisasi tersebut diikuti karena langkah preventif dan antisipatif
oleh paket-paket kebtakan lainnya yang dipandang sebagai langkah yang lebih
disempumakan, namun belum dapat me- murah daripada penyelesaian krisis (cnsrs
ngurangi kclemahan di berbagai scktor rctolution).
perekonomiaD yang ada. Ketidakstabilan soktor keuangan
Sstem keuangan memegang peran- dapat mengakibatkan terganggunya akti-
an yang sangat penting dalan perekonomi- vitas mobilisasi dana yang sangat diper-
an sei ng delgan fungsinya untuk menya- lukan oleh sektor riil, Dengan terham-
lurkan dana dari pihak yang mempunyai batnya aliran dana tersebut, sektor riil akan
kelebihan dana (surplus of funds) kepad,a membatasi balftan menghentikan aktivitas
pihak-pihak yang membutuhkan dana (/ac& perekonomian. Di samping itu, kestabilan
of funds). Apabila sistem keuangan tidak sektor keuangan, khususnya pasar keuang-
bekerja dengan baik, maka p€rekonomian an, sangat diperlukan dalam menunjang
menjadi tidak efisien dan pe(umbuhan proses transmisi kebijakan moneter. Beran-
ekonomi yang dihanpkan tidak akan jak dari pentingnya stabilitas keuangan
tercapai- bagi eksistensi lembaga keuangan secara
Pentingnya peranan sistem keuang- individu maupun pertumbuhan sektor ke-
an suatu negara tentu akan dapat memacu uanganj moneter da.n fiskal secara kese-
tcrwujudnya suatu sistem keuangan yang luruhan, maka diperlukan suatu kebijakan
sehat dan stabil. Oleh karenanya kesinam- pubhk (public pollcy) yang konsiste4
bungan pelaksanaan pembangunan asio- tedntegrasi dan tidak saling me[imbulkan
nal Indonesia memerlukan penyesuaian distorsi.
kebtakan moneter dengan tujuan yallg Untuk mewujudkaD pelaksanaan
dititikberatkan pada upaya untuk mencapai kebijakan tersebut dibutuhkan adanya
dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang kolaborasi yang erat .ult,ra pihak-pihak
ditopang oleh 3 (tiga) pilar utama yaitu : yang bertanggung jawab terhadap stabilitas
KebijakaD moneter dengan prinsip kchati- sektor keuangan, moneter dan fiskal.
hatian; Sistem pembayaran yang ccpat, Dalam arti, adanya koordinasi dan kerja-
tepat dari aman; serta Sistem perbankan sama yang sinergis altara badan-badan
dan keuangan yang selut dan efisien. atau lembaga-lembaga yang mempunyai
(Hermansyah, l1nluz Perbankan Nasional kompetensi untu menciptakan dan meme_
Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 3, lihara stabilitas sektor keuangan, monerer
Kencana Prcnada Mcdia Group, Jakart4 dan fiskal baik dalarn skala nasional.
2007, hlm. 4)
Terwujudnya stabilitas sistem ke-
regional maupun intemasional.
Intcgrasi ekonomi dan keuangan
uangan merupakan suatu rangkaian proses regional dalam beberapa dekade terakhir
_d_T_ _ I:Eryr yang diawali dcngan telah menjadi kecenderungan di berbagai
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belahan dunia. Kedekatan geografis dan akhimya menghapus hambatan perda_
historis serta hubungan ekonomi antar gangan intra kawasan. lntegrasi ekonomi
negara di suatu kawasan seringkali rnen- mengandung aspek-aspek kompetisi yangjadi pendorong utama pembentukan i teg- memerlukan persiapan serius agar suatu
rasi ekonomi dan keuangan regional, de- negara dapat mempercleh manfaat yang
ngan tujuan untuk meningkatkan pemba- sebesar-besamya d ri proses integrasi ter-
ngunan ekonomi dan kesejahteraan dalam sebut. (Sjamsul Arifn, R. Winantyo dan
kawasan regional secara khusus. Yati Kumiati, Integresi Keuangan dan
Dalam proses integrasi regional, Moneter Di Asia Timw, peluang Dan
pendekatan yang berbeda ditempuh oleh Tantangan Bagi Indoresid, Birc Hubungan
berbagai kawasan. Di Eropa misalnya, Dan Studi Intemasional Direktorat Intgr-
integrasi regional diawali dengan integrasi nasional Bank lndonesia, PT. Elex Media
ekonomi (sektor riil) yang kemudian Komputindo-Gramedia croup, Jakart4
diikuti dengan integrasi moneter dan 2007,hIm.1)
diakhiri dengan pembentukan mata uang Berbeda dengan Integrasi Eko-
tlfiggal Euro. Sebaliknya di kawasan nomi, Integrasi Keuangan dan Moneter
Aftika (CFA Franc Zone\ dan Gu( Area, terfokus pada bentuk kerjasama untuk
pembentukan dan penggunaan mata uang memelihara stabilitas keuangan dan nilai
benama mengawali upaya proses integrasi tukat temasuk pencegahan krisis keuang-
ekonomi di kawasan tersebut.( Sjamsul an. Integrasi Keuangan pada intinya meng-
Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, hapus hambatan lalu lintas arus keuangan
Ihtegrasi Keuangan dan Moneter Di Asia antar negara di kawasan serta mengem-
Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Jnd- bangkan infrastruktur keuangan rcgional
onesia, Biro Hubungan Dan Studi Inter- untuk mendukung kelancaran dan mening-
nasional Direktorat Intemasional Bank katka[ transasksi keuangan lintas batas,
Indonesia, PT. Elex Media Komputindo- serta memelihara stabilitas keuangan da-
Gramedia Group, Jakarta, 2007, hlm.1) lam suatu kawasan. lntegrasi keuangan
Sementam di kawasan ASEAN dalam jangka panjang pada akhirnya dapat
telah ada integrasi ekonomi dan keuangan merwjudkan penyatuan atau Integrasi
sebagai suatu arsitektur yang terdiri dari 2 Moneter Regional. (Sjamsul Arifin, R.
(dua) pilar utama, Winantyo dan Yali K'umrati, Integrasi
Untuk m€mahami proses integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur,
rcgiona1, perlu dipahami terlebih dahulu Peluang Dan Tanlaltgan Bagi Indonesia,
perbedaan antara konsep integrasi ekonomi Biro Hubungan Dan Studi Intemasional
dan integrasi keuangan. Integrasi Ekonomi Direktorat Intemasional Bank Indonesia,
adalah intregrasi di sektor riil yang PT. Elex Media Komputindo-Gramedia
bertujual untuk mencapai pertumbuhan Group, Jakarta,2007, hlm.l).
ekonomi yang tinggi. Upaya yang dilaku- Selanjutnya integrasi keuangan yang
kan adalah melalui konsep liberalisasi dikembangkan dalam ka\\asan Association
sehingga terjadi kebebasan arus faktor- of the South East Asian Nations (ASEAN)
faktor produksi, yaitu : modal, tenaga ditindaklanjuti dengan perluasan kerjasama
kerj4 jasa-jasa dan investasi, termasuk ekonomi di bidang keuagan dan moneter
kerjasama dalam mengurangi dan pada dalam kawasan Asia Timur dengan tujuan
r .  r r  r  r . .  r . . .  r .  r  r . .
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untuk mencapai dan memelihara stabilitas
keuangan regional, menjaga dan mendo-
rong pertumbuhan regional dan domcstik
yang berkesinambungan seta mengumngl
ketergantungan pada lemb.iga keuangan
intemasional.
Secara spesifik kawasan Asia
Timur mencalnrp [ggara-negara yang ter-
gabung dalam kerjasama ,4sEl1y' + 3
Negara. Dimana lstllf yang terdiri atas
l0 Negara yaitu : Indonesia, Brunei, Kam-
boj4 Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar,
Singapwq Thailand dan Vietnam serta
plus 3 yaitu China, Jepang dan Korea
Selatan.
Dalam perkembangaturya berbagai
inisiatif kerja sama keuangan di kawasan
Asia Timur telah mengemuka, bervanasr
dalam bentuk usulan memperkrat regional
surreillance, inisiatif untuk membentuk
fasilitas keuangan regional, pengembangan
pasar keuangan regional dan usulan kerja
sama nilai tukar regional. Injsiatif kcrja
sama kawasan terus bergulir dan bere-
volusi mencad bentuk-bentuk yang ideal
untuk dapat meningkatkan efektivitas pen-
capian tujuan bersam4 yaitu : menciptakan
stabilitas keuangan regional. Hal ini kemu-
dian mendorong negam-negaxa anggota
untuk mulai memikirkan pencapaian kerja
sama dalam bentuk integrasi keuangan dan
moneter Asia Timur.
Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka maka permasalahan yang akan diba-
has lakni Bagaimanakah bentuk Integrasi
Sistem Keuangan dalam kawasan Asia
Timur?, Bagaimanakah Implikasi ciarr
Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur
bagi Indonesia khususnya dalam regulasi
sektor perbankan?
II. PEMBAIIASAN
Peningkatan intensitas kerjasama
Inoneter dan keuangan di Kawasan Asia
Timur (,4SEllf + Jepang, Korea Selatan
dan China) sejak pertengahan Tahun 1990
an, secara umum dilatar belakangi oleh 3
(tiga faktor utama), yaitu : (Sjamsul Arifin,
R. WinaDtyo dan Yati Kumiati, lrregrai
Keuangan dan Moneter Di Asia TimuL
Pcluang Dan lantangan Bagi Indonesia.
Biro Hubungan Dan Studi Intemasional
Direktorar Intemasional Bark Indonesia,
PT. Elex Media Komputindo-Gramedia
Group, Jakada, 2007, hlm.4-6) .
l. Krisis Keuangan dan Moneter di Asia
Timur yang teqadi di Tahun 1997.
Krisis tersebut telah menyadarkan
negara-negara di kawasan Asia Timur
mengenai kerentanan kawasan terse-
but lerhadap efek lular lcontagion
elbct) dari kisis ekonomi yang terjadi
pada suatu negara di kawasan. Dengan
adanya krisis tersebut, semakin diya-
kini bahwa stabilitas ekonomi dan
keuangan suatu negara dapat tergang-
gu akibat dari ketidak stabilan di
negara lain dalam satu kawasan. Pe-
ristiwa temebut telah menumbuhkan
kesadaran mengenai pentingnya pe-
nguatan k€dasama dalam bidang ke-
uangan dan moneter di kawasair seka-
litus mengambil inisiatif untuk mela-
kukajl pelembagaa[ atas kedasama
keuangan dan moneter te$ebut. Pe-
nguatan kerjasama keualgan juga di-
harapkan dapat mencegah dan me-
nanggulangi krisis di kemudian hari.
2. K€lemahan Arsitektur Keuangan In-
temasional (Intemational Financial
A rc hi tcct ure- IFA\ dalam menghadapi
perkembangan integrasi ekonomi
global. IFA dianggap kurang memadai
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dalam mengakomodasi kspentingan
dari negara-negara sedang berkem-
bang. Secara umum dapat dianalisa.
bahwa manfaat IFA bagl negara-
negara berkembang sangat terbatas,
khususnya dalam mendukung pertum-
buhan dan p€mbanglnan di tengah
tantangan globalisasi keuangan dunia
yang ditandai dengan perkembangan
aliran modal swasta dalam jumlah
besar dan dengan volatilitas yang
tinggi. Beberapa fnngsi IFA yang
tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya antara lain tercermin dari
kegagalan dalam mencegah dan me-
nanggulangi krisis Asia sehingga me-
numbuhkan s€mangat negara-negara
di kawasan Asia Timur untuk mening-
katkan kerjasama dalam bidang ke-
uangan.
3. Peningkatan interdependensi ekonoml
regional yang terjadi pada negara-
negara di kawasan Asia Timur, yang
kemudian membentuk prakarsa kebija-
kan yang dilandasai oleh kepentingan
yang sama dalam bidang keuangan
dan moneter. Keinginan te6ebut ke-
mudian juga diperkuat oleh adanYa
fakta empiris yaitu adanya pening-
katan intensitas proses integrasi regio'
nal melalui jalur perdagangan di Asia
Timur dalam kurun waktu 20 tahun
terakhir.
Selain ke tiga faktor tersebut di
atas, kerjasama keuangan dan rnoneter di
Asia Timur juga dilatarbelakangi oleh
keberhasilan penyatuan ekonomi dan
peluncuran mata uang tunggal di kawasan
Eropa (Euro). Peluncuran Euro d'i 12
negam anggota EuroPean Union (E(\
telah menarik perhatian negara-negara
berkembang dan emerging markets yang
telah melakukan liberalisasi perdagangan
dan pergerakan faktor produksi.
1. Bentuk Integrasi Sistem Keuangan
di Kawasan Asia Timur.
K€rjasama di kawasan Asia
Timur yang pada awalnya terfokus di
bidang perdagangan dan investasi
setelah krisis Asia Tahun 1997 lebih
diarahkan pada sektor keuangan dan
monerer. Penirgkaran intensitas kerja-
sama di kawasan Asia Timur tersebut
terutama dimaksudkan untuk menga-
tasi dan mencegah berulangnya krisis,
dilakukan baik melalui forum yang
telah ada seperti : ExL'.ulivcs Meeting
of East Asia Pacilic Central Banks
(EMEAP) (EMEAP merupakan forum
bank-bank sentral Asia Pasifik yang
keanggotaannya terdiri dari -Reserve
Bank of Australia (RBA), People s
Bank of China (PBC), Bank Indonesia
(BI), Hongkong Monetary Authorily
(HKMA), Bank of Japan (BOJ), Bank
of Korea (BOK), Bank Negara
Malaysia (BNM), Reseme Bank of
New Zealand (RtsNZ), Bangko Sentral
ng Pilipinas (BSP, Monetqry Authority
of Slngapore (A4AS) dan Bank of
Thailand (BOT). perluasan kerjasama
ASEAN menjadi ASEAN + 3 Negara,
maupun melalui pembentukan forum
baru seperti Manila Framewot'k
Group (MFG), dan lain-lain.
. Embrio dari kerjasama sektor
keuangan di Asia Timur adalah Per-
temuan tahunan tingkat Menteri Ke-
uanga]n ASEAN (ASEAN Finance
Minister's Meeting-AFMtO yaig per'
tama kali dilaksanakan Pada Tahun
1997. Secara stn:ktur^|, AFMM rrcru'
pakan Badan pengambil keputusan
tertinggi di bidang kerjasama ke-
uangan ASEAN. Sejalan.dengan upaya
pencegahan kisis, negara-negara
,4S841y' sepakat membentuk erjasdrna
di bidong "Suneillarce'1 Kerjasama
ini ditandai dengan perurdatangtrnan
nota kesepahaman mengenai pcmben-
tukan ASEAN Surveillance Process
(Tems of Understandiag on lhe
Establishnent of the ASEAN Sunei-
llance Process) oleh para Merteri
Keuangan ,4St4,l/ di Washington DC,
Amerika Serikat pada Tanggal 4
Oktober 1998.
Perkcmbangan kerjasama ke-
uangan di kawasan Asia Timur me-
ngalami perkembangan penting de-
ngan dicapainya kesepakatan antara
10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN
dengan Jepang, China dan Korea Se-
latan yang selanjutnya dikenal seba-
gai Kelompok Negara ASEAN + 3,
dengan dideklarasikannya "Pemyataan
Bersama Kerjasama Asia Timur" pada
Tahun 1999. Deklarasi tersebut berisi
kesepakatan untuk meningkatkan dia-
log dan kerjasama di berbagai bidang,
yang diawali dengan kerjasama P/o.!e.l
Suneillunce ASEAN+ 3 yai,ot: Proses
Review Ekonomi dan Dialog Kehija-
kan (Economic Review and Policy
Dia loguc-ERPD). Proses suryei I lu ncc
antara lain bermanfaat ufltuk mende-
teksi secara dini kerentanan koDdisi
ekonomi dan keuangan suatu negam
terhadap kemungkinan gejolak ekster-
nal.
Untuk mendukung kegiatar
suneillance di tingkat lst N mau-
pun di Asia Tim]lI, Asian Dewbp-
ment Bank (lDBl mengembangkan
penggunaan model sistem peringatan
dini untuk mendeteksi dari awal
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potensi kerentanan atau krisis di sektor
keuargan, yaitu kisis nilai tukar dan
krisis perbarkan, selanjutnya hasil
asesmen sinyal deteksi dini tersebut
hanya merupakan peringatan awal
yang masih memerlukan analisis dan
penilaian lebih lanjut untuk pengambil
keputusan.
Kegiatan ASEAN dan ASEAN
+3 mengenai sut'veillance process
mendapat dukungar penuh dari IDB
Dukungan IDB ditujukan untuk mem-
bantu negara-negara &ggota ASEAN
+ 3 dalam melakukan proses peman-
tauan ekonomi dan keuangan. Bahkan
terkait dengan pembentukan sistem
peringatan dd, (early warning system)
yang telah disetujui oleh para kepala
pemerintahan negarc anggota ASEAN
+ 3 pada Summit meelt g Tahun 2000,
/D,R membantu dalam hal pengem-
bangan perangkat lnnak (soIt\|arc)
untuk diaplikasikan di in"asing-masing
negara ,mggota temasuk Indonesia.
Secara bertahap, ADB juga telah
memberikan bantuan teknis dalam
bent\\k capacity building berupa
pelatihan kepada pejabat dan stafdari
negara-neg&a ASEAN yang rr,e-
nangani fungsi surveillance ekonoml
dan keuangan di negaranya. Di sam-
pin9 itn, ADB juga turut melakukan
pemantauan terhadap perkembangan
ekonomi dan keuangan negara-negara
di kawasan .4stllv + -t.
Bentuk kerjasama keuangan
Asia Timur yang mengarah kepada
proses integrasi keuangan dan moneter
pada dasamya terdiri dari 4 (empat)
pilar utama, yaitu :
a. Suruelllance;
b. Kerjasama Bantuan Likuiditas
Regional (Regronal Liquidity
Arrakgement)t
c. Pengembangan pasar Modal
(Capital Market Detelopment\
daI1
d. Kerjasama Nilai Ttkat (Exchange
Rate Cooperation).
a. Di bidang Regional Sunei-
llance (pilar pertama), pro-
ses suneillance dapat men_
jadi sarana yang bermanfaat
untuk pertukaran informasi
dan diskusi serta koordinasi
kebijakan untuk mencari pe-
mecahan bersama mengenai
permasalahan dan tantangan
ekonomi yang dihadapi ka-
wasan. Berbagai bentuk J'l-
rcillance dI kawasan, upaya
penyempumaan mckanisme
suneillance serta pe ngkat-
an kemampuan sur,-eillancc
untuk mendeteksi secara dini
potensi kisis dilakukan me-
lalui pengembangan system
deteksi dini (Early Warning
Systen EIIID; d.
b. Dalam hal penyediaan Ban-
luan Likuiditas Regional
(pilar kedua), mempunyai
tujuan untuk mencegah kesu-
litan Neraca Pembayaran jang-
ka pendek di kawasan. Pe-
nyempumaan terhadap bent-
uk kedasama penyediaan
bantuan likuiditas regional
tersebut telah dan tcrus di-
lakukan termasuk dalam hal
peningkatan jumlah, kcje-
lasan prosedur aktivasi dan
proses pengambilan keputu-
san bersama
c. Pengembangan Parar Keuang-
an Regionel (pitar ketiga),
khususnya Pasar Modal, telah
dijalankan melalui berbagai
inisiatif untuk menciptakan
penawaran dan permintaan
terhadap sekuritas Asia, mi-
salnya penerbitan indeks sa-
ham ASEAN. obligasi ber-
denominasi mata uang lokal
oleh Lembaga Multilateral di
beberapa Negara l,t lIy' + 3,
Asian Bond Fund I dan 2
(ABF I dan ABF 2) sefta
penrngkatan infi astruktur ke-
. u,rngan. Akan tetapi, upaya
pengembangan Pasar Modal
Asia berjalan timpang karena
adanya pcrbedaan tingkat
perkembangan Pasal Keuang-
an masing-masing Negara
Anggota yang mempersulit
proses harmonisasi standard
dan intastruktur yang diper-
lukan untuk mengintegrasi-
kan Pasar Modal antar Ne-
gara anggota;
Kedasama Nilai Tukar Re-
gional (Regional Exchange
Rale Cooperation), (pil^r ke
empat), merupakan pilar ter-
akhir untuk mendukung inte-
gmsi keuangan yaitu mewu-
judkan stabilisasi nilai tukar
di kawasan. Stabilisasi nilai
tukar kawasan menjadi tujuan
jangka panjaDg sejalan de-
ngan tujuan peningkatan in-
tegrasi ekonomi regional se-
cara substaltial. Dalam kaitan
irii, mata uang tulggal
l.ttl,^r' pemdh dipertimb ang-
kan untuk menjadi tujuan
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jangka panjang dalam ker-
jasama moneter dan ke-
vngar' ASEAN. Namun ren-
dahnya tingkat konvergensi
ekonomi dan keuangan antar
negala ASEAN dat\ ASEAN +
J dan belum terpenuhinya
berbagai prakondisi yang
dibutuhkan membuat upaya
ke arah pembentukan mata
uang tunggal menjadi kurang
feasible dalam jangka waktu
pendek dan menengah. Da-
lam kaitan tersebut, negara-
negara Asia Timur juga ma-
sih menghadapi masalah de-
ngan komitmen politik me-
ngingat pembentukan rezim
nilai tukar bersama mener-
lul(a.n pengorbanan .rovele/g-
niD, atas kebijakan domestik,
di samping itu tanpa me-
kanisme koordinasi yang for-
mal, stabilitas nilai tukar intra
kawasan akan sangat rentan.
Terdapat 3 (tiga) manfaat
utama yang dapat tercipta dari proses
integrasi keuangan, yaitu :
a. Sharing Risiko.
Integrasi keuangan akan
memperluas alternatif investasi
sekaligus alternatif bagi diver-
sihkasi risiko artax berbagai aset
keuangan seta memperlancar ke-
butuhan konsumsi secala inter-
temporal, hal ini merupakan
elemen terpe[ting dari integrasi
keuangan. Sra,'irg Risiko a\tar
kawasan juga mampu mening-
katkan spesialisasi produksi. Pe-
ningkatall instrumen keuangan
dan kepemilikan aset antar negara
yang tercipta dari adanya integmsi
keuangar dapat memperluas ke-
mungkinan untuk melakukan di-
versifikasi portofolio bagi risiko
y an9 bq srfat u ns y s t e mi c.
b. Meningkatkan Alokasi Modal
Secara umum telah dipa-
hami bahwa iltegrasi keuangan
memungkinkan terjadinya alokasi
modal yang lebih baik. Hilangnya
hambatan-hambatan perdagangan
aset keuangan, klirhg, dan setel-
men pada akhimya akan me-
ningkatkan alokasi modal yang
dapat diinvestasikan oleh pe-
nanam modal. Disamping itu,
integrasi keualgan akan mening-
katkan keyakinan investor karena
mereka mempunyai kesempatan
ultuk menanamkan modalnya di
berbagai negara yang dianggap
menguntungkan.
c, Mendorong Pertumbuhan Eko-
nomi.
Integrasi keuangan juga
dapat mendorcng pembangunan
. 
sektor keuangan yang lebih pesat
yang pada akhimya dapat me-
macu pertumbuhan ekononi.
Salah satu jalur utama bagi
pertumbuhan ekonomi tersebut
adalah melalui peningkatan per-
kembalrgan sektor keuangan.
Integrasi keuangan memungkin-
kar terjadinya lalu lintas modal
yang lebih pesat untuk kegiatan
investasi, Hal tersebut berarti
integrasi keuangan telah mem-
fasilitasi peningkatan peluang
investasi di berbagai negara
sekaligus memberikan altematif
bagi jenis investasi yang lebih
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menarik di luar negeri dalam satu
kawasan. Denga[ demikiar\ ada-
nya aliran modal yang masuk
te$ebut secara tidak langsung
telah menggemkkan perkembang-
an sektor keuangan untuk tumbuh
lebih maju dan berkembang.
Mengacu pada kesepakatal-ke-
sepakatan regional di bidang keuangan
yang sudah menjadi komitmen ber-
sama pencapaiannya, serta mengikuti
kemajuan perkembangan inisiatif-inr-
siatif terkait untuk menunjang integ-
rasi keuangan dan moneter regional,
masing-masing negara anggota seha-
rusnya memiliki stmtegi nasional yang
cukup mapan untuk dapat meman-
faatkan momentum kerjasama regional
untuk kepentingan kemajuan ekonomr
dan keuangan domestik di masing-
masing negara nggotaASEAN + 3.
2. Implikasi Integrasi Sistem Ke-
uangan di Asia Timur bagi Indo-
nesia terhadap Regullsi Sektor Per-
bankan.
Sa)ah satu pilar utama sebagai
upaya pencapaian stabilitas sistem
keuangan di Indonesia diperlukan
Pengaturan tentang Pengaman Sistem
Kelru\gat\ (financial safely het) yang
secara umum daqat rnencegah bank
rzn, meminimalkan kemungkinan ter-
jadinya krisis keuangan, dan mengur-
angi Aekuensi serta dampak kontraksi
ekonomi di Indonesia.
IGisis keuangan dan perbankan
yang terjadi di Indonesia kurun waktu
Tahun 1997-1998 yang lalu, telah
memberikan pelajamn yang sangat
berharga tentang pentingnya pencip-
taan suatu kerangka hukum yang pasti
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terhadap stabilitas system keuangan
yang diwujudkan dalam bentuk Sistem
Pengaman Keuangan. Terwujudnya
stabilitas sistem keuangan merupakan
suatu rangkaian proses dan kegiatan
yang diawali dengan pemantauan
(survetllance) dan identifikasi ke-
mungkinan timbulnya suatu krisis,
sampai dengan pencegahan kisis
tersebut terjadi. Aspek pemantauan
dan identifikasi krisis merupakan
salah satu pilar penting dalam menjaga
stabilitas sistem keuangaq karena
langkah preventif dan antisipatif
dipandang sebagai langkah yang lebih
murah daripada penyelesaian krisis
(crisis resolution).
Dalam perjalanan sejarah per-
kembangan sistem keuangan Indo-
nesia, sistem lembaga keuangan mc-
ngalami perubahan yang sangat
fundamental terutarna setelah mema-
suki era deregulasi (Paket Oktober
1988) yang kemudian berlanjut de-
ngan diundangkannya beberapa Un-
dang-Undang di bidang keuangan dan
perbankan sejak Tahun 1992, yaitt:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 jo. Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Per-
bankan;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Asuransi;
c. Undang-Undang Nomor l1 Tahun
1992 t€ntang Dana Pensiun;
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 jo Undarg-Undang Nomor 3
Tahun 2004 dan terakhir Undang-
Undang Nomor 6 Taltun 2009
tentang Bank Indonesia (BI);
f Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2008 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan;
g. Undang-Undang Nomor 2l Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Ke-
uangan.
Konsekuensi dikeluarkannya
Undang-Undang tersebut di atas,
adalah terjadinya perubahan strukur
sistem lembagalembaga keuangan di
Indonesia, dan jika dilihat dari aspek
pengaturan serta pembinaan, lembaga-
lembaga keuangan menjadi sgmakin
jelas dan kuat karena telah memiliki
kekuatan hukum yang efektili
Salah satu masalah yang cukup
penting dalam sistem keuangan yang
dapat menjadi sumber instabilitas
keuangan yakni terjadinya asimetri
/ketidaksamaan info'lnasi (asymm ct ric
itlfolmation) yakni suatu situasi
dimana satu pihak yaIrg terlibat dalam
kesepakatan keuangan tidak memiliki
informasi yang akurat dibanding pihak
lain (Frederic S. Misbkin, Prudential
Supenision llhal Works and ll4tat
Doesn'r, NBER Confercnce Repofi
Chicago, The University of Chicago
Press, 2001, hlm. 70).
Selanjutnya sebagai contoll
peminjam (debitur) biasanya memiliki
informasi yang lebih baik tehadap
keuntungan dan kerugiar potensial
dari suatu proyek investasi yang
direncanakan dibandingkan dcngan
pihak pemberi pinjaman (kreditur).
Dengan demikian, keditur tidak dapat
membcdakan antara pinjamaa yang
sehat dan tidak sehat.
Stabilitas keuangan di Indo-
nesia merupakan faktor penting karena
bagi pertumbuhan perkeonomian. Jika
lembaga-lembaga keuangal dan pasar
keuangan yang berperan sebagai me-
diator k€uangan berada dalam kondisi
tidak stabil ataupun menghadapi
ketidak pastian, maka dapat dipastikan
aktivitas perekonomian akan sulit
berjalan dengan optimal, karena ren-
dalnya aktivitas produksi, konsumsi
maupun investasi. Di samping itu,
dalam kondisi tingkat inflasi yang
tinggi, akan sulit pula bagi per-
ekonomian suatu Negara untuk tetap
kompetitif dalam menghadapi per-
saingan global, Dengan demikian
dapat dianalisis bahwa untuk men-
capai kondisi sektor keuangan yarg
stabil, antara lain diperlukan Lembaga
Keuangan yang sehat, Pasar keuangan
yang stabil, lembaga pengaturan dan
pengawasan yang kompeter serta
regulasi dan Pemturan Penmdangan-
undangan yang efektif sebagai Per-
undang-undangan yang mema}llngi
sistem keuangan di Indonesia yakni
dalam bentuk Pengaturan Sistem
Pengaman Keuangan.
Sistem Pengaman Keuangan
(linancial safety het system) r^rc-
rupakan salah satu pilar utama dalam
kegiatan perekonomian di Indooesia,
dimana dengan adanya pengaturan
secam khusus dan tegas, maka dapat
diupayakan dan dicegah tedadinya
bank run, meminimalkan kemung-
khan terjadinya krisis keuangan, dan
mengurangi fiekuensi serta dampak
kontraksi ekonomi di Indonesia.
Dengan dimikian dapat dikatakan
bahwa dalam pengaturao dan pe-
ngelolaan Sistem Pengaman Keuangan
stabilitas keuangan merupakan suatu secara khusus mencakup 4 (€mpat)
persyaratan prakondisi yang penting elemen penting, yaitu : (Sukarela
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pula perangkat hukum Yang
nelandasi kerangka kerja
(ramework) manajemen krisis
yang bersifat stmtegis fc,',Jr.e
strateg, management);
b. Regulasi yang dibuat dikaitkan
dengan Kebijaka.n Bank Indonesia
dalam menjalankan fungsilya
sebagar lender of the last resort,
yakni dalam pemberian kebijakan
bantuan likuiditas terhadap penye-
lamatan perbankan nasional se-
bagai upaya penyelematan per-
ekonomian nasional. Selaljutnya
dalam rangka pelaksanaan kebi-
jakan pemberian bantuan likui-
ditas tersebut Bank Indollesia se-
laku pengawas, tetap menjalanlan
p€ngawasan yang ketat terhadap
p€nyaluran bantuan likuiditas ter-
sebut terhadap bank-bank yang
betul-betul digunakan untuk mom-
bayar penarikan simpanan asabah
Dari kedua hal tersebut di atas,
dapat dianalisis bahwa kedua kebi-
jakan dan regulasi yang akan diterap-
kan oleh Bank Indonesia tersebut
sejalan dengan konsep kerjasama
dalam bidang moneter dan keuangan
yang dilakukan oleh Negara-negara
anggota ASEAN + J dalam bentuk
integrasi keuangan di Asia Timur.
Dalam konteks kegiatar .sal-
reillance yang dikoordinasikan, DB
sebagai tindak lanjut dari kerjasarna
sistem keuangan kawasan Asia Timur
sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas, pen)'nsunan Country Sumeillan-
ce Report oleh National Swl/eillance
Unit (NSU) Indonesia rnelibatkan De-
partemen K€uangarL Bank Indonesia,
Badan Koordinasi Pasar Modal, Badan
Pusat Statistik dan instansi pemerintah
terkait lainnya. Masing-masing insti-
tusi tenebut nenyediakan data, pem-
bahanan data secara rutin, dan me-
lakukan analisis sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya. Asosiasi
swasta juga dilibatkan sebagai nara
sumber untuk kebutuhan verifikasi
dan klarifikasi data. Country Sur-
'reillance Report tersebut kemudian
juga disampaikan kepada Seketariat
lSX,1-ly' secara periodik dua kali dalam
setahun untuk memenuhi keperluan
sid{tg ASEAN pada tingkat Menteri
Keualgan sebagai materi dialog
kebijakan.
Model sistem peringatan dini
yang diperkenalkan ADB, telah di-
kembangkan pula dalam bentuk pe-
rangkat lunak yaltg disebut Yul-
nerability Indicotor and Early l(ar-
ning Systems (VIEIYS). Pemngkat
lunak tersebut juga telah diimple-
mentasikan di i/SU Indonesia dan
digunakan sebagai komplemen dalam
melakukan analisis kebijaka4 teru-
tama yang berkaitan dengan regulasi
perbankan Indonesia.
Klusus dalam sektor jasa
keuangar, infiastruktur sektor ke-
uangan di Indonesia masih perlu
dibenahi dan dilengkapi untuk dapat
bersaing dengan sektor-sektor jasa
keuangan yang telah maju di beberapa
negara Asia laimya seperti Singapura
dan Malaysia. Momertum upaya per-
baikan dan penguatan infrastnrldur
pasar keuangan regional, khususnya di
pasar modal dan lembaga perbankan,
perlu dimanfaatkan untuk penguatan
in tastruktur pasar keuangan domes-
tik. Hal tersebut diperlukan agar
Indonesia tidak tertinggal dalam
proses menuju konvergensi ekonomi
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Istilah API lebih memberikan
makna dan nuansa yang komprehensif
dan luas mengenai tatanan perbankan
yang diinginkan oleh lndonesia ke
masa yang akan datang. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa API
merupakan policy direction dan policf
tecommendaliotls bagi indutri perban-
kan nasional dalam jangka panjang.
(Hermansyah, Hulatm Perbankan Na-
siona I Indonesia, Opcit, hlm. 1 78).
API merupakan program pe-
ngembangan perbalkan (termasuk di
dalarnnya pengembangan regulasi per-
bankan nasional) untuk mencapai
suatu visi dan bentuk industri per-
bankan nasional, yakni menghasilkan
sistem perbankan yang sehat, kuat dan
efisien yang mampu menciptakan ke-
stabilan sistem keuangan secara kese-
luruhan serta untuk mendorong per-
tumbuhan eknoni nasional. Dengan
demikian, setiap kebijakan dan regu-
lasi perbankan yang dikeluarkan
dalam kurun waktu 10 sampai dengan
15 tahun ke depan tidak terlepas dari
fraue wvrk APl.
API di Indonesia dapat ber-
fungsi sebagai alat untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam industri
perbankan ke depan (a.r a tool of
banking engeehering), yang berarti
Arsitektur Perbankan (Banlcing Archi-
tecture) akan l':'enjali benchmark,
platfotm, ma.dpvr sasaran yang hen-
dak dicapai oleh perbankan nasional.
Ddam tungsinya yang demikian,
diharapkan industri perbankan na-
sional belsama-sama ler\g n stakeho-
lders laknya akan mengetahui bagai-
mana bentuk dan rvujud perbankan
nasional dalam kurun rvaktu kurang
lebih l0 sampai dengan 15 tahun ke
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kawasan Asia Tilnur dalam mengarah
kepada integrasi keuangan.
Selain berkaitan dengan pe-
ngembangan kelembagaan, instrumen
pasar keuangan dan teknologi, pe-
ngembangan inAastruktur pasar ke-
uangan yang terkait dengan ketentuan
dan prosedur sangat krusial, karena
untuk mewujudkan sistem keuangan
yang terintegrasi diperlukan satu
ketentuan yang dapat mengatur semua
kegiatan dan kebijakan pasar ke-
uangan sefia lembaga perbankan
secara terpadu. Upaya-upaya tersebut
diwujudkan dalam berbagai inisiatif
untuk melakrrkan harmooisasi keten-
tuan khususnya dari aspek hukum dan
kebijakan. Berkaitan dengan perma-
salahan tersebut, Indonesia kemudian
dituntut untuk dapat menerapkan
Ihterhatioa l Bes't Prcctice pada
sistem keuangan sesuai dengan kon-
disi dan perkembangan sistem kc-
uangan domestik.
Berkaitan dengan kebijakan
dan regr-rlasi sektor perbankan di
Indonesia sebagai tindak lanjut dan
salah satu aspek perwujudan keia-
sama di tingkat ,4StlN dan lstlN +
3, maka sejak Bulan Januari 2004
Bank Indonesia telah memiliki scbuah
blueprint mengenaj, tatanarl industri
perbankan ke depan, yaitu Arsit€ktur
Perbankan Indonesia (API). API me
rupakan sebuah istilah baru di per-
bankan nasional, tetapi sebclumnya
telah dikenal pula beberapa istilah lain
yang mernpunyai arti dan tujuan relatif
sama, yaitu blueprtnt perbankan, lan-
dseape perbankan, stratifikltsi Per-
bankan ata! pemetaan perbankan
nasional.
depan baik dari segi regulasi, pe-
Dgawasan, struktur k€lembagaat, dan
sebagainya.
Membangun indsutri perban-
kan yang kuat dar sehat adalah suatu
prasyarat mutlak dalam perekonomian
nasional, karena melalui peran inter-
mediasi perbankan, roda pereko-
nomian dapat digerakkan lebih cepat,
sistem kuangan dapat berjalan dengan
maksimal, sehingga stabilitas ekonomi
juga dapat terpelihara. Dengan demi-
kian lernbaga perbankan nasional
harus dapat menjalankan kegiatan usa-
hanya dengal mengedepankan pruirsrp
ptudensialitas serta diperlukan pula
arah yang jelas dalam upaya men-
ciptakan indsut perbankan yang
sehat, kuat dan efisen.
Diharapkan apabila API telah
diimplementasikan dengan baik akan
ada bank nasional yang mampu men-
jadi regional champion, bak dl
tingkat lsEltr' maupun kawasan Asia
Timur. Selanjutnya, untuk mencapai
visi dan tujuan API, Bark Indonesia
memformulasikan 6 (enam) pilar
utama sebagai sasdan yang akan
dicapai, yaitu :
l. Strukur perbarkan yang sehat
dan mampu mendorong pemba-
ngunan ekonomi nasional .lan
berdaya saing intemasional;
2. Sistem pengaturan yang efektif
dan mampu mengantisipasi per-
kembangan pasar keuangan do-
mestik dan intemasional;
Sistem pengawasan bank yang
independen dan efektif;
Penguatan kondisi internal indus-
tri perbankan;
5. Penciptaan dan penguatan infras-
truktur pendukung industri per-
bankan; dan
6. Perlindungan dan pemberdayaan
nasabah.
Dalam skala regional, terdapat
beberapa hal yang dapat dilakukan
oleh Negara-negara yang tergabung
dalam ASEAN + 3 (Asia Timur) ke
depan (termasuk Indonesia) sebagai
upaya untuk meningkatkan integrasi
ekonomi dan keuangan, yaitu :
a. Mencapai komitmen politik yang
kuat di antara seluuh negala
anggota;
Menghapus seluruh hambatan-
hambatan dalam kegiatan per-
dagangal intra kawasan, baik
perdagangan barang maupun jasa,
sekaligus menetapkai timelifie
untuk mencapai pasar tunggal
dalam kawasan Asia Timur;
Menciptaka.n lembaga suprana-
sional yang kredibel dan kuat;
Memperkuat regional suryei-
llance;
Memperkuat kerjasama bantuan
likuiditas regional;
Mendorong harrnonisasi Arsitek-
tur Keuangan Regional dengan
mengadopsi kerangka pengaturan
dan pengawasan intemasional
secara konsisten;
Meml&tki roadmap trlegasi
ekonomi dan keuangan yang
terintegrasi. (Sjamsul Arifiq R.
Wurantyo dan Yati Kumiati,
Integfasi Keuangan dan Moneter
Di Asia Timur, Peluang Dan
Tantangan Bagi Indonesia, Opcit,
hlm.237).
b.
g.
d .
e.
3.
4.
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Selanjutnya dalam skala Na-
sional, di Indonesia upaya untuk
memperkuat kesiapan Indonesia dalam
mengikuti proses integrasi ekonomi
dan keuangan dalam kawasan Asia
Timur dapat dilakukan dengan :
memperoleh komitmen politik dari
Pemerintah; meningkatkan koordinasi
antara instansi terkait baik Pemedntah
maupun Swasta; mengoptimalkan pe-
manfaatan kedasama regional dan
intemasional untuk penguatan per-
ekonomian domestik; menpsusn
roadmap nasional untuk kepentingan
industri dalam negeri baik dalam
sektor riil maupun sektor keuangan
sebagai upaya menyikapi proses
integrasi ekonomi Asia; meningkatkan
efekltivitas sumeillance nasional; serta
memperkuat dan melengkapi sarana
dan prasarana penunjang perdagangan,
investasi dan transaksi keuangan
internasional.
Bagi Indonesia sendiri, harus
segera melakukan pembenahal di
berbagai sektor agar Indonesia dapat
memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dari proses integrasi eko-
nomi dan keuangan regional. Kegaga-
lan dalam mempersiapkan diri akan
menimbulkan 2 (dua) kemrngkinan,
yakni : Indonesia tetap melaksanakan
komitmen dengan rhiko kalah dalam
persaingan sehingga kesejahteraan
masyarakat semakin memburuk; serta
Indonesia ingkar janji dengan me-
minta penundaan karena alasan belum
siap dan dapat berdampak pada
penutunan kedibilitas lndonesia di
mata dunia. Seharusnya, dengan atau
tanpa komitmen terhadap negara lain,
langkahJangkah untuk meningkatkan
efisiensi memang perlu ditempuh oleh
Pemerintah Indonesia.
Peningkatan kinerja ekonomi
dengan sendirinya dapat membawa
Indonesia menuju konvergensi eko-
nomi dengan negara-negara di kawa-
san (regional), sehingga dapat ber-
saing dan dalam posisi diuntungkan
dalam integrasi ekonomi dan ke-
uangan di wilayah Asia Timur.
III. PENUTUP
a. Perkembangan kedasama keuangan di
kawasan Asia Timur rnengalami per-
kembangan penting dengan dicapainya
kesepakatan antara 10 (sepuluh) Ne-
g$a Anggota ASEAN dengat Jepang,
China dan Korea Selatah yang
selanjutnya dikenal sebagai Kelompok
Negara ASEAN+3, dengan didek-
larasikannya'?emyataan Bersama
Kerjasama Asia Timur" pada Tahun
1999. Deklarasi tersebut berisi kese-
pakatan untuk meningkatkan dialog
dan kedasama di berbagai bidang,
yang diawali dengan kerjasama Proses
Surueilla ce ASEAN+3 yaitu: Proses
Retiet, Ekoqoni dan Dialog Kebi-
jakan (Economic Re|ie\i ond Policy
Dialogue ERPD). Proses Suryeillance
antara lain bermanfaat untuk mende-
teksi secara dini kerentanan kondisi
ekonomi dan keuangan suatu negara
terhadap kemungkinan gejolak eks-
temall Adapun bentuk kedasama
keuangan di Asia Timur mengarah
kepada proses integrasi keuangan dan
moneter terdili dari 4 (empat) pilar
utama, yaitu : Sumeillance, Kerjasama
Banruan Likuidiras Regional (Regio-
nal Liquidity Alrangement), Pe'rgem-
daya saing melalui pedngkatan bang an Pasar Modal (Capital Market
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Development) serta Kerjasama Nilai
T t:.kar (Exchange Rate Cooperatio n).
b. Tugas Baurk Indonesia sebagai lem-
baga yang menjaga stabilitas moncter
(otoritas moneter) tidaklah cukup
tanpa adanya dukulgan stabilitas
sistem keuangan yang sehat. Berk.irdn
dengan penyelesaian kisis keuangan
di Indonesia sebagai dampak dad
kisis global yang teladi di beberapa
negara-negara maju di dunia serta
sebagai implikasi akibat dari tcr-
jadinya integrasi sistem keuangan di
Asia Timur, terdapat 2 (dua) hal yarg
harus dilakukan, dan diwujudkan
dalam bentuk Regulasi dan Landasan
hukum bersifat permanen yang akan
diambil olch Bl yang berkoordrnasi
dengan Pemerintah sebagai upaya
untuk penyelamatan sistem perbankan
trasional, yaitu : Regulasi yang efektif
sebagal legal framework yang ber-
kenaan dengan penyusunan perangkat
aturan yang ditujukan untuk menang-
gulangi krisis ata.u systemic ritk dan
norma hulr_umnya dirumuskan secara
berbeda dari perangkat aturan yang
mengatur kegiatan usaha perbankan
dalam kondisi normal, seda R€gulasi
yang dibuat dikaitkan dengan Kebi-
jakan BI dalam menjalankan fung-
slJ]ya sebagai lender of e last resort,
yakni dalam pemberian kebijakan
bantuan likuiditas terhadap penye-
larnatan perbankan nasional sebagai
upaya penyelamatan perekonomian
nasional. Disarankan Seiring dengan
semakin meningkatnya permasalahan
ekotlomi dan regulasi keuargan re-
giona! selain otodtas fiskal, proses
peninjauan dan pengawasan dalam
mekanismc sllreil lanr e perlu melibat-
kan peranan oto tas monetcr dan nilai
tukar secara optimal dalam proses
pengambilan keputusan dan rekom-
endasi kebijakan terutama dalam ker-
jasama ASEAN dan kawasan Asia
Timur secara luas.;
Untuk mewujudkan sistem ke-
uangan dengan regulasi dan kebijakan
yang te ntegrasi dalam rangka penga-
turan pasar keualgan secara terpadu
diperlukan berbagai inisiatif untuk
melaL-ukan harmonisasi kebijakan dan
peraturan dalam pernbentukan nilai
tukar yang terkoordinasi sebagai
upaya akhir perwujudan mata uang
tunggal dalam kawasan ASEAN dan
kawasan Asia Timur secara luas.
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